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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
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Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 3SIPMK.OZ l2O2A Tahun 2O2O tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19) danf atau Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasionai;
bahwa dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.O7|2O2O Tahun 2O2O tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2O

Daiam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2OL9 (COVID-19i dan/atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional menyebabkan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2O2A tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32
Tahun 2A79 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA. 2O2O sudah tidak sesuai lagi, sehingga
harus diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, Perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
Selatan Nomor 32 Tahun 2AL9 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tah:un 1959 tentang Penetapan
3 Tahun 1953 tentangUndang-Undang Darurat Nomor

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 72,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 182O);

Lt.

C.



-2-

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun LggT Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagairnana telah diubah

denganUndang-UndangNomor20Tahun2000tentang
Perubahan Atas-Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor39SS);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisire (iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385i);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

NoLor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355h

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aAO\

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4,Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l\;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a65a);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);
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11. Undang-Und,ang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedul Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 20OO Nomor 210, Tambahan

Irmbaran Negara Republik krdonesia Nomor aO2B);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OA4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44L61 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2oo7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OA7 Nomor 47, Tarnhhan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor aT l2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
f.emUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4fi21 sehgaimana telah

diubah dengan Feraturan Femerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Fengelolaan lGr.rangan Badan l-ayartanUmum firmbaran Negara

Republik Indonesia Tahr-rr 2A12 Nomor 171, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 137, Tambahan lernbaran Negara Republik hedonesia Nomor

a57s);

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
pen5rusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal
(Irrnbaran Nqara Republik krdonesia Tahun 2005 Nomor 15O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indorresia Nomor a585);

!7.Perafiiran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 65 Tahrrn 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5

tentang Sistern Inforrnasi Keuangan (Lembaralr Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tiambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5 1 55) ;
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lS.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Repub[k Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaral
Negara Republik ftrdonesia Nomor a6rc);

lg.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5165);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol1
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2AD tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

22.Perat.uran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara

neplUtit< Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2077 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Afi Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubrlik

Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322)'1'

25.Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2A2O tentang
Pembatasal Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Pandemi corona virus Disease 2ol9 (covlD-ig),
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 9 1;

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diusul beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peiaturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2}ll Nomor 31O);

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol3 Nomor 1a2$;
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2g.peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Huku- Dr""tu.h (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 2036\ sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2a18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor

8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o|8 Nomor 157);

29.perafitran Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5a7l;

3o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 
--2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 655);

3l.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK-A7 l2O2O tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Ang[aran 2A2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona

virus Disease 2alg (covlD- L9) danlatau Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara

n"prUtit Ind"onesia Tahun 2O2O Nomor 377);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 18 Tahun

2OO8 tentang Pokok-Ptkok Pengeloiaan Keuangan Daerah

(Lembaran Dlerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OO8

Nomor 18);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten B"arito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito

selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun
2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota nerian Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran l)aerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

3s.Peraturan Daerah Kabupaten Barito selatan Nomor 4 Tahun
2O1g tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran zozo (Lemba.att Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2O1g Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 4);

36. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggararr Pend,apatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2A2O (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2}lg Nomor 35) sebagair.rrana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2O2A tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2Ol9 tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2O2A Nomor 8);
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MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 32

TAHUN 2O1g TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor

32 Tahun 2ol9 tentang Penjabaran Anggatarl Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2A @erita Daerah Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2alg Nomor 35) sebagaitnana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2A2O

t"rrtl.rg perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Seiatan Nomor

32 Tahun 2o19 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten

Barito selatan Tahun 2o2O Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal t huruf b angka 2 huruf a, huruf b dan huruf
c diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2O2A d.engan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp'

2. Dana Perimbangan RP'

3. t^ain-lainPerrdapa.tan Daerah ygSah Rp.

Jumlah FendaPatan RP.

b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai RP.

b) Belanja Bunga RP.

c) Belanja Subsidi RP.

d) Belanja Hibah RP.

e) Belanja Bantuan Sosial RP.

f) Belanja Bagi Hasil kePada

Provinsi/Kab. Kota dan
Pemerintah Desa

g) Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Desa dan
Partai Politik

h) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak langsung

63.640.256.337,80
7N.24L.807.000,00
189.004.ffi.1U,97

952.8%.@.442,n

426.793.525.902,77

6.247 .640.986,18
1.285.000.000,00

19.000.000.000,00

23.C6,9.673.725,@

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

L.770.4y.S0,S

L45.4V.gffi.OOO,m
t3.a51.976.061,OO

637.473.237.255,39
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2. Belanja l"angsung
a) Belanja pegawai
b) Belanja Barang dan Jasa
c) Belanja Modal
Jumlah Belanja Iangu_rng

Jumlah Eelaqts

*eptusl&fr&

c. Pembiayaan
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengelua-ran Pernbiayaan
Jum[ahFemfuaara A&_t&o

Sisa Lebih Pembiayaan Angga-ran
Tahun berkenaan

Rp. 42.612.ffi5.0OO,O0
Rp. 183.545.920.881,50
Rp. 245.056.874.498,@
Rp. 47I.215.68.379,50

&. 1.19&68&ffi.6fi,88)

.Q. fI55.8$22ffi1!t2,74

Rp. 188.7 10. 105.9 tS,T a
Rp. 32.907.A19.725,61"
Rp. 755.Ifl}22I#,,192,12

o,00Rp.

2.Ketentua4 Pasal 2 diuhah, sehingga berbunlri sebagai berikut :

Pasql 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 *ebagaimanaa tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Feraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan Penjabararl APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dirinci lebih lanjut dalam La.mpiran II dan t ampiran IIa yang
merrrpakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paria tanggal diteiapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memenrrtal-rkan pengUndangatL
peraturan Bupatilni dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan-

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 16 .Iuni 2Q2A

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A2O NOMOR 12

Ditetapkan di Buntok
1 5 Juni 2C20.

ffi
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